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PEzuANJIAN KERJASAMA

ANTARA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCAN&
KEPENDUDUTGN DAN PENCATATAN SIPIL

PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN

BADAN KEUANGAN DAERAFI
PROVINSI SUMATERA BARAI

NOMOR: <? x /{ ?-5IDPPKBKPS.sAI2018
NOMOR: goo 1 t{ot / Se!.Ts - 0.EEuPa /}or g

TENTANG

PEMAN FAATAN NOMOR INDUK TGPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUK/qN
DAN IARTUTANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DAIAM I..AYANAN LINGKUPTUGAS

BADAN KEUANGAN DAERAFI PROVINS! SUMATERA BARAT

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh tima Butan Juni tahun dui ribu delapan betas yang
bertanda tangan di bawah ini:

1- Nama : H. Noririal, S.E,, M-A., Akt.
Alamat : Jl. Rasuna Saicl No. g1. padang
Jabatan : Kepala Dinas Pengendatian Penduduk, Ketuarga Berencana, Kependudukan

dan Fencatatan Sipil provinsi Sumatera Barat
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga
Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Supatera Barat yang selanjutn;a
ciisebut PIHAK KESATU

2. Nama : Zaenuddin, $.E., M.M.
Alamat : Jl. Asahan No.2 padang
Jabatan ; Kepara Badan Keuangan Daerah provinsisumatera Barat
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama guJu; i"r"ngrn Daerah provinsi SumateraBarat yang selanjutnya disehut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIFIAK ttEDUA yang selanjutnya sesara bersama-sama disebutPARA PIHAK, terrebih dah ur u menera ngkan-sen:agai nerixrii
a' bahwa PII'IAK KESATU adalah unsur pelaksana Pemerintah provinsisumatera Barat dibidangkependudukan dan pencatatan sipit yang bertanggurri jawao kepada Gubernur provinsi

Sumatera Barat;

2' bahwa PIHAK KEDUA adarah unsur petaksana pemerintah provinsisumatera Eir:,at dibidangpelayanan umum Keuangan Daerah, serta tugas peninantur;r *G;irturggung jawab
kepada Gubernur provinsi sumatera Barat;
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3. bahwa untuk menindaklanjut! Izin Gubernur Sumatera Eanat Nomor
473/857/DPPIGKPS.S/X\/2OL7 Tanggal 14 Novernber 2OL7 tentang Penranfaatan NlK,
KTP-el dan data Kependudukan atas Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi
$umatera Barat Nomor 470/L763lSekrt-B.Keuda-2017 Tanggal25 Oktober 2OLT perihal
Fermohonan lzin Hak Akses dan Pemanfaatan NlK, Data Kependudukan & KTP-el.

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut

L. UndangUndan$ Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor L2$,Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nornor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2OL3 (Lembaran Negara Republik lndonesla Tahun 2013 Nom or 232, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5475);

' 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2OiO7 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2OOG tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran l\legara Republik Indonesia
Tahun 2OO7 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4736)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nornor 1O2 Tahun 2OLz
(l-embaran Negara Republik lndonesia Tahun 2AL2 Nomor 268, Tambahan Lemharan
Negara Republik lndonesia Nomor 5373);

3. Feraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2C09 tentang Penerapan Kartu Tanda pendudul
Berbasis Nomor tnduk Kependudukan Secara Nasional, iebagaimana telah diuhah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tlhun 2OLS (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2OLS Nomor 2SZ);

4' Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 61 Tahun 2oLs tentang persyaratan, RuangLingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta pernanfaatan Nomor lndukKependudukan (NlK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda penduduk Elektronik;5' Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 51 Tafrun 2oLZ tentang Femanfaatan DataKependudukan Tingkat provinsi Sumatera Barat;

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang pemanfaatan Nomor lndukKependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda p"narou-rn Elil;;;ii;ril'i;;;;;;
llffiT rog 

"uBadan 
Keuansan Daerah p'orinui sr.rt"* ;;;;i; ;;G;; ketentuan ;;'h;6i

$!

'"' 
pasat l-. Maksud dan Tujuan

Maksud darr tujuan-.ferlan;ian Kerja sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peranPARA PIHAK daiam pemantaatr;'lG;;; il;i-dffiiuounur, Data Kependudukan dan Kartu

Ruang Lingkup
Rtrang lingkup Per.lanjianKerja sama ini metiputi pemanfaatan :__t__.r_ rYr.rsrt.E

a. Nomor Induk Kependudukan (N!K);b. Data KepenArO,ixrry Arnrs".u'lrrr'c.. Kartu Tanda penduduk Elektronik (Ktp_el).

pasal 3pernamfaatan Nom_or lnduk Id;il;kan, Dara Kependudukan danKartu Tanda penduduk Elegtromlk

Pemanfaatan NIIK, Data Kependudukan dan KTp-er daram rangka mengefektifkan:
a' 

;#ffi:?fiH;fata Renerima manfaat dengan menggunakan database kependudukan yang
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'br' 'Validasi dan verifikasi dalam proses petayanan pajak kendaraari bermotor datam lingkup
layanan PIFIAK KEDUA dengan menggunakan NlK, Data Kependudukan dan KTP-el; dan

c. 
ffi:ffiffiffi:n,orotru* 

kegiatan PIHAK KEDI,,A dengan meng€unakan 'data agregat

... Purji-
Kewajlban pARA plt{AK

(1) PIHAK KESATU mempunyaikewajiban untuk:
a. n'iemberikanl hak akses secara terlratas data kependudukan pemilik kendaraan

bermotor yang membayar pajak daerah kepada PIHAK KEDUA berupa nomor'KK, NlK,
nama lengkap, jenis kelamin, i tempat lahir, tangglal/bulan/tahun lahir,
agama/kepercayaan, status perkawinan, status hubungan datam ketuarga, jenis
pekerjaaq, tvlK ibu kandung, nama ibu kandung, NIK ayah, nama ayah, alamat,
kepemilikan akta perkawinan/buku nikah, nomor akta perkawinaffiuku nikah,
kepemilikan akta perceraian, dan nomor akta perceraian kepada PIHAK KEDUA;

b. menyediakan jaringan komunikas! data untuk 1 (satu) titik jaringan berbasiska n Virtuat
Private Network (VPN) lP melaluifasilitasi dan koordinasidengan-Dinas Komunikasidan
lnformatika Provinsi Sumatera Barat;

c- memberikan User tD kepada PIHAK KEDUA yang pengelolaannya menjadi tanggung!
jawab PIHAK KEDUA;

(2)

d. memberikan sPesifikasi teknis perangkat pembaca KTF-el sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; da n

e' memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan
NlK, Data Kependudukan, dan KTp-er atas biaya pFnx KEDUA..

PIHAK KEDI,JA mempunyai kewajiban untuk
a' mencantumkan lvtx yryS sudah driamin ketunggalannya dalam dokumen surat
. ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan swDKlulung aileroiilan-iruniixeoueb' memberikan hak akses secara terbatas data dokumen surat ketetapan pajak daerahPKBIBBN-KB d.uT SWDKLU berupa_ status t<epemitiltan rrenulra;ii-'nrIr"tor yangrnembayar pajaf.. g39l?l sebagai data batikan, ;;; ;;;il;, ,u,rbru"
c' bertanggungiawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diaksesdariPtFtAK KESATU' _-_--.'---r--"

d' le3ogrlxan layanan bagi pemilik kendaraan bermotor yang memb ayar palakda-"rahberbasiskan KTp-el;
e' menyediakan tenagS !-u$!" dan perangkat pembaca KTp-el, sesi.rai dengan spesifikasiyang diberikan prHAK KESATU beserta Kartu secure access modure;t' lenygoia.kan dllqngan anggaran .. untuk petatsanaan-- Ji',iioi,uun teknis danpendampingan teknis imiilementasi Remanfaat;; NrN, 6uau Kependudukan, dan KTp-el;g. 

I:e;mbantu 
sosiarisasi 

1ema1faatan-Krp-er 
;;i;iri ;;;ia cetak aan/atai erektronik;

h' menjamin kerahasiaal,, lr3uju.rran, dan kebenaran .data, serta tidak dilakukannyapenvimpanan data kependudulrrn'vrns ,;rrh 
';;;iluJiuri 

prr.rA6 KEsAiu waraupunjangka waktu perjanjian Ker;a Samairi ftfrn U"#;;;. 
-

" pasal 5
Hak pARA ptHAK

PIHAK KESATU mempunyai hak untuk, '

mengawasi pelaksanaan kewajiban ptHAK KEDUA;
mendapatkan data balikan berupa status kepemilikan kerrdaraan bermotor larrgrnembayar pajak daerah yang data kependuduLrnnv, t*iah diherikan PIHAK KESATUberdasarkan Perjanjian Ke$a Sama ini, grn, melengkapidatabase kependudukan; danmendapatkan jaminan-kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang rnur*u oun
$;lffir-PIFIAK 

KEDUA waraupun'ia"srra *rlrt, p"ri*i,rl Kerj.a samd ini rerah

(1)

a.

b.
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(2) PIFIAK KEDUA mempunyai hak untuk:
a;,. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan pemilik kendaraan

bermotor yang membayar pajak daerah kepacla PIHAK KEDIJA berupa nomor KK, NlK,
nama lengkap, jenis kelamin, tempat tahir, tangga/bulan/tahun tahir,
agama/kepercayaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, jenis
pekerjaan,. NIK ibu kandung, nama ibu kandung, NIK ayah, nama ayah, alamat,
kepemilikan akta perkawinan/buku nikah, nomor akta perkawinan/buku nikah,
keltemilikan alrta perceraian, dan nomor akta perceraian dari PIHAK KESATU; dan

b. mendapatlran bimbingan teknis clan pendampingan teknis pemanfaatan NlK, Data
Kependudukan, dan KfP-el serta penggunaan perangkat peqnbaca KTP-el, atas biaya
PIHAK KEDUA

Fasal 6
Jangka Waktu

tgt,Ulr-t ler.fa Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian Kerja Sama ini oteh
t4!4 PIHAK sampai dengan tanggal 25 iuni 2a22 dan dapat diperpanjang atas persetujuap
PARA PIHAK.

, pasal7
Berakhimya perjanjian Kega Sama

Perjanjian Ker.ia Sama berakhir apabila:

a.. jangka waktu perjanjian Kerja Sama telah selesai; ataub' atas kesepakatan FARA PIHAK untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka waktuPerjanjian Kerja Sama berakhir.

(1)

(2)

Pasal I
Keadaan Mernaksa (Foree Maieure)

Apabila terjadi hal;hal di luar kekuasaan PARA prFrAK atau keadaan menraksa, dapatdilakukan perubahan petaksanaan ee{in;ian N.ri, su*, atas persetujuan FARA Fll{Alt.Keadaan memaksa sebagaimana uimalsud iaca ivui t:Ll, adalah adanya kebijakanpemerintah yang mengakibatkan tioalr oapat oiraniufl<Innya petaksanaan perjanjian Kerja$ama ini dan apabira terjadi har-har ai ruar kekuasaan PARA prHAK.

pasal g
Penyelesaian persellsihan

(1)

(2)

Apabila dikemudian hari timbut
pelaksanaan perjanjian Kerja Sama
musyawarah untuk mufakat.

permasalahan dalam . perbedaan penafsiran danini antara PARA plHllK akan 
-Oise'fJsaif<an 

secara

(1)

Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai,maka akan diseresaikan sesuai uengan retJntran pariiir'*, perundang-un,iui.,gin.

pasat LO
Evaluas! dan pelaporan

PMAK KEDUA berkewajiban membuat. taporan' berkara pernanfaatan NrK, DataKependudukan dan KTpd pu, u"ruiier, nutin-rrri ,rtri semester pertama dan buranDesemher untuk semester kedua repaoa piuam mlilru dengan tembusan DirekturJenderar Kependudukan dan penciiaian sipir dan Gubernur.
PIFIAK KRSATU metakukan 

_e-vatuasi pemantaatrr-**;;;ta Kependudukan dan KTp-ersecara berkara atas taporan prFrAK nrpun senagaima*uioi-*ulrsud pada ayat {1).

(2)

'4 rT-fr.



(3)

(4)

(2)

(3)

(1)

PIHAK KESATU dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NlK, Data Kependudukan dan KTP-
el sewaktu-waktu.
Hasil evaluasi sehagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur den€lan
tembusan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jendera[ Kependudukan dan Pencatatan
Sipil.

Pasal 11
l-ain-Lain

lalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Ferjanjian Kerja
sama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujr"n PARA plHAK.
Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat .(1) dituangfian dalam Adendum yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian Kerja sama ini.
Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional datam pelaksanaan perjanjian
Kerja Sama ini akan disusiin dalam petunjuk Tenis.

pase.t 72
Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sam-a. in-i dibuqt dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhimaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yun{.r*, setelah ditanoatangani pAp.,q
PIHAK.

PTHAK KE5ATUE

198503 L002
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